NOTULEN KEGIATAN

Acara . Sosialisasi Anti Gratifikasi

Hari / Tanggal : Kamis, 20 Agustus 2026

Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesal

Tempat . Pendopo Kapanewon Bambanglipuro

Fasilitator / Pemateri: Panewu Bambanglipuro

URAIAN JALANNYA ACARA :

1. Pembukaan dan Sambutan

Acara dibuka secara resmi oleh Pembawa Acara pada pukul 09.00 WIB dengan
doa bersama. Sambutan disampaikan oleh Panewu. Panewu menegaskan
komitmen penuh lembaga dalam mendukung pencegahan tindak pidana korupsi
melalui implementasi program pengendalian gratifikasi. Seluruh jgjaran pegawai
diwajibkan untuk menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan
jabatan guna menjaga integritas dan kredibilitas instansi.

2. Pemaparan M ateri (Narasumber)

Narasumber menyampaikan materi inti mengenai regulasi dan tata cara

pengendalian gratifikasi, dengan poin-poin penting sebagai berikut:

Definisi Gratifikasi: Merupakan pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian
uang, barang, diskon (rabat), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,
fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, serta fasilitas
lainnya, balk yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan: Setiap pemberian dari pihak ketiga atau
pengguna layanan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan wajib
ditolak. Apabila dalam kondisi tertentu pemberian tersebut tidak dapat ditolak
(misalnya dikirim ke rumah atau demi menjaga hubungan antarlembaga), maka

wajib dilaporkan.



M ekanisme Pelapor an: Pegawal yang menerima gratifikasi yang dilarang wajib
melaporkan objek tersebut kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) internal
instansi atau langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka
waktu paling lambat 30 hari kerja sgjak tanggal penerimaan.

Strategi Pencegahan: Instansi didorong untuk meningkatkan transparansi
pelayanan, digitalisasi sistem transaksi guna meminimalkan interaksi tunai, serta
memperkuat sistem pengawasan internal.

3. Kesimpulan

Seluruh pegawai menyepakati komitmen bersama untuk menolak segala bentuk
gratifikasi ilegal yang berkaitan dengan tugas dan jabatan.

Penguatan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) internal sebagai wadah
konsultasi dan pengelolaan laporan dari pegawai.

Penyebarluasan media informasi (banner, infografis, digital) di area pelayanan
publik agar masyarakat/mitra kerja memahami larangan pemberian gratifikasi

kepada petugas.

Bambanglipuro,20 Agustus 2026
Notlis,
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Dokumentasi Kegiatan




Sosialisasi Pelaporan & Disen
PengendalianGratifikasi

Ri: Saya Tidak Korupsi, Hanya

Terima Gratifikasi

Namun, kepada wartawan, Rudi membantah melakukan korupsi. “Saya tidak
korupsi, tapi saya kelihatannya masuk masalah gratifikasi,” ujar Rudi saat
keluar dari Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/8) malam

Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK

uh dirinya tidak melakukan korupsi. Namun dia

salah karena telah menerima uang

Yang penting saya tidak korupsi, tidak peras orang. Memang salah saya ada orang yang
3

Rutan KPK, Jakarta, Senin (26/8/2013

HADIAH

Apakah Bapak dan Ibu di ruangan ini
pernah menerima Hadiah?

Apakah Bapak dan Ibu di ruangan ini
pernah menerima Oleh-Oleh?




GRATIFIKASI

“Ini ada titipar
PASAL 128 UU NO.31/1898 JO. UU NO.20/2001 lyplonin
Menurut penjelasan Pasal 128 UU No. 20/2001, GRATIFIKASI Semoga suka

adalah Pembenun“dolam arti luas, yang meliputi:

|
-
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Vang Baran  Rabat

yah, Pak. Bukai
apa-apa lho..
Hanya bentuk

perhatian saja.,

== .»’1'
Tiket Pe
” e Fasiilitas Perjalanan cuma-cuma member: setuste
It mghum \Nhuto ri Layanan tanpa adanya penawaran
Gratifikasi tersebik diterima di dalom negeri maupun di luar negeri
deng 99 elektronik atou tanpa sa
- elektronik.

Undang-undang tidak memberikan
Fasiitss PENGECUALIAN, fasilitas lainnya : bentuk
lainnva GRATIFIKASI tidak tarbatas!

Hadiah, Gratifikasi, Suap, Gratifikasi yang Dianggap
Suap

- Pemberian yang
wajar
- Karena hubungan
baik, tidak terkait
sama sekali dengan
abatan

- Gratifikasi
- Pemberiandalam arti
luas, penerima PN/Pn

HADIAH GRATIFIKASI

GARTIFIKASI
YANG
DIANGGAP
SUAP
- Berhubungan dengan
jabatan dan

- Berlawanan dengan
kewajiban atau
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KASUS GRATIFIKASI

Rafael Alun T Rita Widyasari  Syahrul Yasfn-z_r'mpo



PEGAWAI NEGERI MENERIMA CRATIFIKAS]
& TIDAK LAPOR KPK ADALAH KORUPSI

Unsur-unsur dalam Pasal 128 UU ayat 1 No.20/2001 adalah:
1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2 Menerima GRATIFIKASI;
3.Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya;
4.Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada N YANG BENAR,
KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya ARKAN YANG SIASA

gratifikasi

Pasal 12B ayat 2, pidana bagi pegawai negeri atau PN:
* Pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat
4 tahun & paling lama 20 tahun, pidana paling sedikit R
200 juta dan paling banyak Rp IM.

PEGAWAI NEGERI
TIDAK HANYA PNS

Undang-Undang mengatur lebih luas bahwa
Pegawai Negeri adalah meliputi:
1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud
dalam UU tentang Kepegawaian;
. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud
dalam KUHP

YANG TERMASUK . Orang yang menerima gaji atau upah dari

keuangan negara atau daerah;
PEGAWAI NEGERI et s v :
. Orang yang menerima gaji atau upah dari
Pasal 1 angka 2 UU No. 20/2001 tentang suatu korporasi yang menerima bantuan
Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang

. : ; dari keuangan negara atau daerah;
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Orang yang menerima gaji atau upah dari
(UU Tipikor)

korporasi lain yang mempergunakan modal

& muh.indra.furgon atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Fw::. Ve § puciaiming Seone F7E
KATEGORI GRATIFIKASI

WAJIB
DILAPORKAN

2 Berlaku umum (Jenis persyaratan, dan nilo
sama dan wewenuly prinsip kewajaran)
Gratifikasi yang diterina atau

ditolak oleh Pegawai = EM Wfff"‘“ N
Negeri/Penyelenggara Negara, i i

yang berhubungan dengar jabatan 2 Dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan
dan berlawanan dengan kgwajiban norma hidup di Masyarakat

atau tugas yang bersangkutan

» ) = - oie 2
d Dipandang seoaga; ‘Wujud eXspresi,
keramahtamahan

3 Tidak terdapas konflik kepentingan




GRATIFIKASI DALAM RANGKA m
PELAKSANAAN TUGAS S

Terkait dengan pemberian layanan pada
masyarakat

Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan
anggaran

Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan,
audit, monitoring dan evaluasi;

Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas;
Dalam proses penerimaan/promosi/mutasi
pegawai,

Dalam proses komunikasi, negosiasi dan
pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait

f:.f. i . o dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;

Sebagai akibat dari perjanjian
kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak
lain yang bertentangan dengan undang-undang
Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama
atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait
dengan jabatan dan bertentangan dengan
kewajiban/tugasnya;.

Dari Pejabat/pegawai atau Pihak Ketiga pada hari
raya keagamaan;

KPK e, W ) paiening Seonad FRE,

B

PERATURAN KPK TENTANG PELLAPORAN GRATIFIKASI

KPK Wi Wmer ) puioporian Sermonax’ Lm0,
POIN PERUBAHAN PADA PER. KPK NO. 1/202.6

PRINSIP PE|LAPORAN

g
1“3.
Kewajiban Lapor Penolakan Dapat Laporan Gratifikasi
Gratifikasi Dilaporkan >30 Hari Kerja
P ot PR Laporan yang melewati 30 HK,
40 Mmoo oy Cracitkod: dapat %W o
rati a terima s -
(Pasal 5 :g o "‘“P"am"ﬁm‘““‘“ 328 UU 32/3944 jo. UU

20/2003 tetap berlaku

(Pasal 4A) (Pasal 37)



GRATIFIKASI YANG

TIDAK WAJIB DILAPORKAN

nKarena hubungan keluarga,

kelahiran,
agiaah, baptis, khitanan, dan

Penerimaan terkait dengan

el

musibah atau bencana i
~r 2 e Cabisl aleagls ! :




KPK Wi Wi ) poniorias Soonnd i

Melepaskar ancaman hukuman pidana
terhadap penerima (Pasal 12C UU
20/2001)

Self-assessment bagi Pegawai

Negeri/Penyelenggara Negara untuk
Melaporkan Pwnmaan Gratifikasi

KPK . Y= ap berias Sera £572%

SIMPULAN

*» Setiap gratifikasi yang berhubungan dengan
Jjabataw dan berlawanan dengan kewajiban

harus dilaporkan PN/Pn kepada KPK.

« Laporan gratifikasi adalah laporan
penerimaan PN/ P itu sendiri, bukan
pengaduan dari pihak lain.

* Pengendalian gratifikasi merupakan tugas kita

bersama melalui internalisasi dan
eksternalisasi.

KPK Wi Wiorr @ pon s Somonnd FE05
Cara Melaporkan Gratifikasi

W(,bsrtzn'l(pk' 50; kpkgo;d ]
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Maks 30 H
jak terima

| = 7.;_% -
g Pelaporar.gratifikasi€kpk go.d :'- GOL Fengtapan
“ Maks 30 HK

Terpaksa Datang jangsung ke KPK C1
MErgnma
gratihkagi Pengiriman
Melalu; UPG Ingtang; | Penetapany
Maks 20 HK ia emal ke
Sejak terima Pelapor

Laporan dapat berupa:
> Rahagia dan Pribad]
> Diterbuskan ke UPG




